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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN HIBAH UANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TABALONG KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024
BUPATI TABALONG,

bahwa sehubungan dengan adanya Hibah Uang kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Kegiatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024,
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan verifikasi
terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan
hibah uang Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Uang Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Kegiatan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1116);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
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02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Hibah Uang pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil
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Bupati Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

membuat rencana kegiatan pencairan dan melakukan
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan
Hibah Uang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabalong dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tabalong Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tabalong Tahun 2024;

melakukan  penelitian, pemeriksaan dan  verfikasi
kelengkapan administrasi pengajuan serta melakukan
proses penyerahan bantuan keuangan dana hibah; dan
membuat berita acara hasil verifikasi bantuan keuangan
hibah daerah, yang tertuang dalam Nota Perjanjian Hibah
Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2§ o&®ber 2023,

YBUPATI TABALONG,WQV

j ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Polpum
Kemendagri RI di Jakarta.

BN @R s

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Ketua KPU Kabupaten Tabalong di Tanjug.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 42 4/2023

TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Z& offober 2028

PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH UANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM

1. | Bupati Tabalong Ketua

2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong

3. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Sekretaris
Politik Kabupaten Tabalong

4. | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anggota
Tabalong

5. | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota
Kabupaten Tabalong

6. | Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Anggota
Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten
Tabalong

7. | Kasubag Program Anggaran dan Keuangan Anggota
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong

8. | Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Anggota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong

\’BUPATI TABALONG,%/

j ANANG SYAKHFIANI




